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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis melalui teori fungsi 

budgetair, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian melalui 

wawancara dengan narasumber dari Bapak Herry Indra Sani, S.E., M.Ak., 

selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan BAPENDA Kabupaten 

Bengkayang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) di Kabupaten Bengkayang telah berjalan efektif sesuai dengan 

kerangka hukum nasional dan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda 

Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023, serta Perbup Nomor 

69 Tahun 2024. Pemungutan opsen PKB dilakukan bersamaan 

dengan PKB pokok melalui mekanisme split payment, sehingga 

bagian opsen sebesar 66% langsung masuk ke kas daerah tanpa 

melalui proses transfer dari Provinsi. Mekanisme ini terbukti 

mempercepat penerimaan pendapatan daerah dan berdampak 

signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Realisasi penerimaan opsen PKB pada tahun 2025, khususnya pada 

bulan Januari sebagai periode awal pelaksanaan kebijakan, bahkan 

telah melampaui target yang ditetapkan.
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2. Meskipun kebijakan opsen PKB memberikan hasil positif dalam 

meningkatkan PAD, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai 

kendala. Beberapa permasalahan utama meliputi ketidakvalidan data 

kendaraan, kelemahan integrasi sistem perpajakan, serta rendahnya 

tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak. Data kendaraan yang tidak 

mutakhir, misalnya kendaraan yang telah berpindah kepemilikan 

namun belum diperbarui dalam sistem, menyebabkan proses 

penagihan menjadi sulit dan menambah potensi tunggakan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai 

upaya seperti cleansing data, kebijakan pemutihan denda, dan 

pembebasan biaya balik nama untuk mendorong mutasi kendaraan. 

Selain itu, sosialisasi, edukasi masyarakat dan peningkatan kualitas 

layanan publik serta penguatan koordinasi antarinstansi seperti 

Samsat, BAPENDA Provinsi dan Kabupaten, Kepolisian menjadi 

langkah penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan 

opsen PKB ke depan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan 

untuk menyempurnakan kebijakan pengenaan opsen PKB agar 

pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah disarankan untuk memperkuat 
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sistem administrasi perpajakan daerah, mengoptimalkan layanan 

pembayaran pajak, dan memperkuat koordinasi antar-instansi terkait demi 

meningkatkan ketaatan wajib pajak. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, termasuk opsen PKB, 

sebagai bagian dari kontribusi untuk pembangunan daerah. Oleh 

karenanya, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan pajak terus meningkat, serta 

mendukung program pembaruan data kendaraan secara berkala seperti 

mutasi dan balik nama kendaraan. 

 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi 

penelitian selanjutnya yang berfokus pada upaya pengoptimalan pajak 

daerah, khususnya pengenaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ke 

depan, kajian dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih 

komprehensif, tidak hanya menelaah aspek implementasi kebijakan, tetapi 

juga menganalisis dampak sosial-ekonomi, efektivitas pengawasan, 

perilaku wajib pajak, serta keterpaduan kebijakan fiskal daerah lainnya. 

Penelitian lanjutan juga dapat memperluas ruang lingkup melalui 

perbandingan antar daerah untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih 

tajam bagi pemerintah daerah.  
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LAMPIRAN 

Narasumber: Wawancara melalui online zoom meeting dengan Bapak Herry Indra 

Sani, S.E., M.Ak., selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan, Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 

November 2025. 

Hasil dokumentasi wawancara dengan narasumber melalui online zoom meeting di 

jam 12.00 wib pada tanggal 17 November 2025. 
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